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ABSTRAK

Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan
Konsumen yang mulai diberlakukan pada 20 April 2000 lalu merupakan produk
perundang undangan untuk melindungi kepentingan.kensumen di Indonesia. Undang
Undang Perlindungan Konsumen ini walaupun judulnya tentang Perlindungan
Konsumen tetapi materinya lebih banyak membahas tentang pelaku usaha, dengan
tujuan melindungi konsumen. Hal ini disebabkan pada umumnya kerugian yang
diderita oleh konsumen merupakan akibat perilaku dari pelaku usaha, sehingga perlu
diatur agar tidak merugikan konsumen. Pemberlakuan Undang Undang Perlindungan
Konsumen banyak menimbulkan pro dan kontra‘pada kalangan masyarakat, karena
disebabkan ‘kurangnya “pemahaman yang dimiliki oleh setiap  individu terhadap
Undang Undang Perlindungan Konsumen tersebut. Khususnya dikalangan
mahasiswa, tidak semua mahasiswa mempunyai pemahaman tentang Undang Undang
Perlindungan Konsumen dan kurangnya kesadaran hukum yang dimiliki. Pertanyaan
penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana tingkat pemahaman dan bagaimana
tingkat kesadaran hukum mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
terhadap Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Penelitian int-merupakan penelitian lapangan (Field Research), yang menggunakan
metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, yaitu dengan cara melihat tingkat
Pemahaman Hukum dan Kesadaran Hukum. mahasiswa Fakultas Hukum Universitas
Islam Riau, yang kemudian dijelaskan secara sistematis mengenai data-data yang
diperoleh dalam penelitian berdasarkan tinjauan dari rumusan masalah yang ada. Dari
penelitian ini dapat disimpuikan bahwa 40 persen mahasiswa memiliki pemahaman
hukum tinggi, dan tingkat kesadaran hukum,yang dimiliki oleh mahasiswa Fakultas
Hukum juga tinggi yaitu 41 persen. Hal ini dilihat dari 4 indikator Kesadaran Hukum
yang dijadikan sebagai alat ukur pada penelitian iIni, yaitu pengetahuan hukum,
pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum. Berdasarkan hasil penelitian
tersebut dapat dikatakan pemberlakuan Hukum Perlindungan Konsumen sudah
berhasil, sehingga dapat dikatakan bahwa pemerintah berjalan dengan baik dalam
mensosialisasikannya di-lingkungan kampus-kampus, baik itu dalam bentuk seminar
maupun perkuliahan khusus.

Kata Kunci : Mahasiswa Fakultas Hukum, Undang Undang Perlindungan
Konsumen, Universitas Islam Riau



ABSTRACT

Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection Law which came
into force on 20 April 2000 is a product of legislation to protect the interests of
consumers in IndonesiasAlthough the title of this Consumer Protection Law is about
Consumer Protection, the material is more.about business.actors, with the aim of
protecting consumers. This is because in general the losses suffered by consumers
are the result of the behavior of business actors, so it needs to be regulated so as not
to harm consumers, the Consumer Protection. Especially among students, not all
students have an understanding of the{evel of legal awareness of the students of the
Faculty of Law, Islamic\ University of Riau” against Law Number 8 of 1999
concerning Consumer Protection. This research is a field research (Field Research),
which uses a descriptive method with a quantitative approach, namely by looking at
the level of legal understanding and legal awareness of students from the Faculty of
Law, Islamic University of Riau, which is then explained systematically about the
data obtained in the study based on a review. from.the problem formulation. From
this research, it can be concluded that 40 percent of students have a high legal
understanding, and the level of legal awareness owned by students of the Faculty of
Law is also high, namely 41 percent. This can be seen from the 4 indicators of legal
awareness that-are used as a measuring tool in this study, namely legal knowledge.
legal understanding, legal attitude.and legal behavior. Based on the results of this
research, it can be said that the implementation of the Consumer Protection Law has
been successful, so it can be said that the government is going well in socializing it in
the campus environment, both in the form of seminars and special lectures.

Keyword : Students of the Faculty of Law, Consumer Protection Law, Islamic
University of Riau
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BAB |

PENDAHULUAN

lebih detail dari hak asasi manusia a hak ekonomi. (Hukum, 2014).

Hukum perlindungan konsumen dewasa ini menonjol, karena didalamnya
memuat pedoman bantuan pemerintah daerah, tidak hanya daerah sebagai pembeli
yang mendapatkan asuransi, namun pelaku usaha juga memiliki hak yang sama untuk

mendapatkan jaminan, masing-masing memiliki keistimewaan dan komitmen.
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Otoritas publik berperan dalam mengatur, mengatur, dan mengendalikan, sehingga
membuat kerangka yang saling menguntungkan satu sama lain sehingga tujuan

bantuan pemerintah kepada masyarakat luas dapat tercapai (Sinaga & Sulisrudatin,

Back Tone atau nada sambung); kasus-kasus makanan tidak layak konsumsi, seperti
ikan berformalin, bakso berformalin, produk kadaluarsa dan lain-lain; kosmetik yang
mengdanung bahan berbahaya yang beredar bebas di pasaran; serta masih banyak lagi

jenis kasus yang lainnya. Dengan menilik berbagai kasus yang telah atau sedang
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terjadi di Indonesia, bisa dikatakan bahwa perlindungan konsumen di negara ini

masih sangat rendah.

Hal ini cukup kontradiktif mengingat Indonesia telah memiliki kebijakan

Pasal 49 UUPK. Saat ini, BPSK telah terbentuk di 34 daerah di Indonesia,yakni Kab.
Aceh Utara, Kab. Bdanung, Kab. Belitung, Kab. Bulungan, Kab. Indramayu, Kab.
Jeneponto, Kab. Kupang, Kab. OKU, Kab. Serang, Kab. Serdang Badagai, Kab.
Sukabumi, Kab. Tangerang, Kota Bdanung, Kota Batam, Kota Bogor, Kota

Denpasar, Kota Jakarta, Kota Kediri, Kota Kupang, Kota Makassar, Kota Malang,



Kota Mataram, Kota Medan, Kota Padang, Kota Palangkaraya, Kota Palembang,
Kota Pare Pare, Kota Pekalongan, Kota Pekanbaru, Kota Samarinda, Kota Semarang,
Kota Sukabumi, Kota Surabaya, dan Kota Yogyakarta. Kehadiran BPSK cukup
efektif dalam mengatasi permasalahan perlindungan konsumen.

Misalnya seperti yang terjadi Kota Pekanbaru. Dalam satu bulan, BPSK telah
berhasil menangani sebanyak. 12-kasus:dari 12 kasus yang diajukan, meskipun baru 6
kasus yang telah ada putusan. Sedangkan BPSK Sukabumi, dalam kurun waktu 10
bulan, telah menangani sebanyak 121 kasus dari 121 kasus pengaduan yang masuk.
Di sisi lain, meski persoalan perlindungan konsumen telah diatur dalam UUPK,
namun masih ada beberapa hal yang perlu dilakukan™ untuk memperbaiki
perlindungankensumen di Indonesia (Devi, 2013).

Di sisi lain, kondisi dan fenomena terjadi zaman sekarang dapat mengakibatkan
kedudukan pelaku usaha dan_konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen
berada pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk
meraup keuntungan yang sebesar- besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi,
cara penjualan, serta'penerapan perjanjian stdanar yang merugikan konsumen. Faktor
utama yang menjadi kelemahan konsumen.adalah tingkat kesadaran konsumen akan
haknya masih rendah.

Hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen. Oleh karena
itu perlu hal nya di lingkungan kampus agar peningkatan kesadaran Hukum atas
perlindungan konsumen menjadi meningkat atau lebih baik, mengingat masih ada

juga mahasiswa yang tidak terlalu mengetahui perlindungan konsumen sehingga



banyak yang melanggar ketika mereka terjun ke dunia usaha sebagai pelaku usaha
dan masih ada juga korban-korban konsumen yang dirugikan di kalangan mahasiswa.

Untuk itu bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, topik
mengenai Hukum«<Perlindungan.Konsumen.bukan sesuatu-yang asing lagi, baik itu
diperoleh selama pendidikan dan pengalaman pendidikan, atau mengikuti kelas yang
dikoordinasikan oleh otoritas publik./Di samping.itu, orang-orang tersebut pula kerap
kali mengkaji berbondong-bondong demi mengamati substasi atas Hukum
Perlindungan Konsumen, apakah itu langsung diarahkan oleh pembicara di Personil
Regulasi, atau hanya oleh mahasiswa individu.

Mengingat, masih banyak mahasiswa yang tidak paham dan terlihat tidak terlalu
memikirkannya; hal ini terlihat dari ketidak tertarikan mahasiswa tertentu ketika saat
penulis membawakan bahan diskusi mengenai Hukum Perlindungan Konsumen
dalam beberapa percakapansdasar atas suatu pertemuan. Landasan pokonya, tiap-tiap
mahasiswa diharapkan memiliki pilihan untuk mengamati substasi yang terkandung
di bagian teks Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 terhadap Hukum Perlindungan
Konsumen sebagai “individu secara tepat terjalin.demi mengawali implementasi
Perlindungan Konsumen di*Indonesia, meskipun demikian, perhatian terhadapnya
masih sangat sedikit. Belum jelas mengapa mahasiswa mendapatkan itu dan perhatian
terhadap Hukum masih rendah. Menanggapi hal tersebut, penulis bersemangat
mengambil judul “TINGKAT KESADARAN HUKUM MAHASISWA TERHADAP
UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN

KONSUMEN (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau)”.
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B. Rumusan Masalah
Berdasarkan gambaran dasar persoalan tersebut, jadi persoalan ini adalah:

1. Bagaimana tingkat pemahaman mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam

Riau terhad ang 999 tentang Hukum

o 11555 0 0 '0. )
2. alma : u 4 um Universitas
A wmnss% ,

tentang Hukum

C. Tuju
Tujuan

1. Untuk mengetahui tingkat pemahaman mahasiswa ltas Hukum Universitas

Di bagian penguraian sebutan tersebut, penulis butuh memahami alasan dari
gagasan eksplorasi tersebut agar dapat menjadi acuan dalam mengikuti, menguji, atau
menaksir faktor-faktor penelitian. Berkenaan dengan apa yang dapat dimaknai atas

penguraian sebutan tersebut ialah:
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1. Kesadaran Hukum : Keadaan tahu dan memahami mengenai nilai diri, keinginan
Hukum dan sebagainya.

2. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 : Peraturan perundang undangan yang

E.

Setiap arys yva 1 S i penulisan, untuk
memutuskan apa artike ‘j tidak :P_ ) g lain atau artikel
tersebut dibuatne ) i berbagai m al | lak dianggap pemalsuan
dari karya o

ngan hipotesis yang
terkait denga ara’ yang akan digunakan
penulis untuk ipotetis yang berharga
sebagai penyelidikan‘mas & ‘ berist berbagai hipotesis, dugaan,
dan efek samping dari ek : ASa ang terkait dengan masalah yang

dibicarakan oleh penulis.

Dari hasil pencarian bahan pustaka yang dilakukan peneliti, tidak ada judul atau
penelitian yang ditemukan yang menguji tingkat kesadaran Hukum. mahasiswa
Fakultas Hukum terhadap Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Hukum

Perlindungan Konsumen. Tetapi judul atau kajian mengenai perlindungan Konsumen
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di Riau sebagai aturan umum, banyak penulis telah menemukan, baik teori
pendukung ataupun buku-buku yang disusun oleh Dosen Universitaas Islaam Riau.

Berhubungan atas penulisan ini, Desi Apriani (Dosen Fakultas Hukum) menulis

berperan
adil.

Buku-b
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Satu buku lagi yang berhubungan atas karya logis tersebut ialah buku-buku yang
disusun oleh Shidarta yang berjudul “Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia”
kajian buku tersebut juga melihat bagaimana sikap sebuah Hukum akan bertindak dan
sejauh mana konsep konsumen yang ideal yang sebenarnya. Selain buku-buku yang

berhubungan dengan karya logis ini, ada juga teori- teori yang baru-baru ini berbicara
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mengeni Kesadaran Hukum mahasiswa. Untuk lebih spesifik proposisi yang di susun

oleh Irzan Fachrozi (Mahasiswa Fisip UIN Syarif Hidayatullah) yang berjudul

“Pengaruh Kesadaran Hukum Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Terhadap

Hukum terhadap Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 mengenai Hukum
Perlindungan Konsumen, dan alhasil akan memperoleh sebuah hasil investigasi yang

berlainan juga.
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F. Metode Penelitian
1. Pendekatan Masalah

Dilihat dari permasalahan yang dibahas, metode yang peneliti gunakan ialah

Di bagia ian inije an sumb usun dalam 2 struktur,

Khususnya:

Riau.
b. Data Sekunder (Informasi Operasional)
Informasi operasional adalah informasi pendukung dan selanjutnya sebagai

informasi timbal balik. Informasi ini merupakan bagian penting dari eksplorasi

10
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karena sangat tegas dalam membedah informasi. Sumber informasi pilihan ialah

buku dan bahan pustaka lain yang berhubungan atas pemeriksaan ini.

3. Metode Pengumpulan Data

sebagai catatan, buku, makalah, majalah, dan lain-lain.
c. Angket

Angket adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan
tertulis untuk dijawab secara tertulis pula oleh responden (Zuriah, 2002, p. 182).

Angket merupakan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang tertulis yang digunakan

11
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untuk memperoleh informasi dari responden mengenai diri pribadi atau hal-hal yang
diketahui (Zuriah, 2002, p. 225).

Kuesioner ini akan disebarluaskan kepada mahasiswa Fakultas Hukum

Universitas | 3 enda i yang halal,

prosedur ano € tUK ' neana atau menyusun

strategi.

pendapat ini akan selesai dan dikembalikan ke peneliti.
4. Populasi dan Sampel

Populasi ialah keseluruhan dari setiap nilai yang dapat dibayangkan,baik akibat

penghitungan atau perkiraan, kuantitatif atau subjektif dari kualitas tertentu

sehubungan dengan pengaturan total dan jelas dari barang-barang yang sifatnya perlu
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Dana pelajari (Buchari & Alma, 2012, p. 118). Sedangkan sampel adalah sebagian
dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Buchari & Alma, 2012).

Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan mahasiswa Fakultas Hukum

iratkan bahwa
contoh . i ads njaya, 2013, p.
231). Gay dan Dieh ip Alfian, beral en ternyata contoh

harus ada selua S : : 1 bahwa semakin

ukuran contoh dasar untuk ulasan adalah sebagai berikut:
1) Penelitian deskriptif sebanyak 60 sampel.

2) Penelitian korelasional yaitu 50 sampel.

3) Penelitian kausal perbandingan yaitu 30 sampel.

4) Penelitian eksperimental yaitu 30 sampel (Hanggoro & Bintara, 2014, p. 15).
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Melihat dua spekulasi di atas, sehubungan dengan eksplorasi ilustratif, peneliti
menarik 60 contoh untuk memimpin penelitian seperti yang diusulkan oleh Gay dan

Diehl dan Frankel dan Wallen yang penulis kutip dari buku Wahyu dari Alfian ini

dengan melihat detail masalah.
Rumus yang dipakai dalam memperhitungkan tingkat tanggapan yang didapat
dari survei yang disebarkan kepada responden yaitu sebagai berikut:
» P=FINx 100%

Ket. :
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P = Jumlah tanggapan responden
F = Frekuensi balasan responden

N = Kuantitas tanggapan responden

saat yang s

secara efisie

kesadaran Hukum. Bab ketiga, adalah bab yang mengkaji mengenai akibat
pemeriksaan, khususnya tingkat pemahaman dan kesadaran Hukum mahasiswa
Fakultas Hukum Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Hukum
Perlindungan Konsumen. Bab keempat, berisi kesimpulan dan bab-bab yang telah

dibahas sebelumnya dan saran-saran.
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BAB Il

TINJAUAN HUKUM TENTANG PEMAHAMAN DAN

KESADARAN HUKUM

memahamkan.

informasi, dan

suatu ped ala ' ran terten 3 bagi perkumpulan
yang hidupnya diatu ] , )3, p. 41). Dalam

memahami s an« pada awalnya harus

muncul melewati kesan mereka a berperilaku yang teratur.
Mengikut Winkel dan Mukhtar, pemahaman ialah kapasitas individu untuk
menarik pentingnya dan makna materi yang diperiksa, yang dikomunikasikan melalui

menggambarkan substansi mendasar dari membaca ataupun merubah informasi yang

diperkenalkan dalam struktur tertentu kestruktur lainnya (Sudaryono, 2012, p. 44).
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Sementara Benjamin S. Bloom mengatidakan bahwa pemahaman

(Conprehension) adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami

sesuatu setelah sesuatuitu diketahui dan diingat. Dengan kata lain, memahami adalah

telah dididik dan sesuai dengan keuntukan yang diharapkan (Anas, 2009, p. 151).
Dengan cara ini, cenderung beralasan atas dasarnya seseorang disebut mengerti
sesuatu jika dia bisa mememberi Klarifikasi ataupun memberi gambaran yang secara

halus mengenai apa yang ia sadari memakai pribahasanya tersendiri. Akan jauh lebih

17



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

bagus jika seseorang memberikan model atau mensinergikan apa yang dia sadari

dengan permasalahan-permasalahan Hukum yang melingkupinya.

B. Kesadaran Hukum

dialaminya. Da ena : AN arickata cognizant, dan

itu berarti “mer ) ya, da an penuh adalah
pengakuan
bermaksud h yang dilakukan

juga hasil H ebat. Perasaan dan

masyarakat sebagai masyarakat negara akan terus berkomunikasi atau berhubungan
dengan orang yang berbeda, sehingga muncul tanggapan di antara mereka. Perhatian
penuh adalah disposisi/perilaku mengetahui atau memahami dan tunduk pada

pedoman dan pengaturan permohonan saat ini. Perhatian penuh juga bisa di artikan
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sebagai disposisi ataupun tindakan mengerti atau memahami juga mematuhi tradisi
dan kecenderungan untuk hidup di mata publik (Widjaja, 1982, p. 16).

Membahas kesadaran Hukum tidak dapat dipisahkan dari alasan regulasi itu
sendiri, mengingat maotivasi dibalik regulasi-adalah untuk. membantu peningkatan
harga diri seseorang, sehingga tujuan substansialnya untuk menjaga setiap orang serta
semua masyarakat tercapai. Esensinya menjaga daerah setempat, untuk menjaga
naluri serta harga diri manusia (Widjaja, 1982, p. 20).

Kesadaran Hukum dikaitkan dengan perilaku masyarakat, karena yang menjadi
titik tolak perhatian adalah manusia itu sendiri sebagai masyarakat. Kesadaran
Hukum banyak dihubungkan dengan perilaku masyarakat demi tujuan masyarakat itu
sendiri, hal .ini akan tampak perilaku masyarakat itu.- melaksanakan atau
mempraktekkan kesadaran Hukum didalam dirinya, yaitu pelaksanaan aturan,
ketentuan perundangan dalam kaitannya dengan moral dan etika sesuai dengan adat
dan kebiasaan (Widjaja, 1982, p. 18).

Pada umumnya Kkesadaran Hukum dikaitkan dengan ketaatan Hukum atau
efektivitas Hukum. Dengan kata lain kesadaran Hukum menyangkut masalah apakah
ketentuan Hukum benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat. Agar terjadi
suatu keserasian yang profesional antara Hukum yang diterapkan dengan kesadaran
Hukum dari masyarakat umum, maka peraturan itu sendiri harus rasional dan
dilakukan dengan prosedur yang teratur dan wajar. Kesadaran Hukum merupakan
konsep dalam sosiologi Hukum yang memiliki berbagai pengertian. Sosiologi Hukum

sangat berperan dalam upaya sosialisasi Hukum demi untuk meningkatkan kesadaran
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Hukum yang positif, bagi masyarakat secara keseluruhan, maupun dari kalangan
penegak Hukum (Soekanto, 2012, p. 13).

Menurut Paul Scholten yang dikutip Soekanto, kesadaran Hukum sebenarnya
adalah kesadaran«atau nilai-nilai_yang terkandung dalam.diri manusia mengenai
peraturan yang ada atau mengenai peraturan yang seharusnya ada. Penekanannya
adalah pada nilai-nilai yang. berkaitan: dengan, kapasitas regulasi, bukan penilaian
Hukum dari peristiwa-peristiwa penting yang terkait secara lokal (Soekanto,
Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, 1982, p. 153).

Menurut Beni Ahmad Saebeni, kesadaran Hukum adalah ekspresi tulus yang
muncul dari suara kecil yang tenang dalam mengenali dan mengerjakan sesuatu
sesuai arahan yang terkdanung didalamnya, yang muncul dari lubuk hati dan jiwa
yang paling dalam dari orang-orang atau jaringan untuk melengkapi pesan-pesan
yang terkandung dalam Undang Undang tersebut (Saebeni, 2006, p. 197).

Menurut AW. Widjaja, pengertian kesadaran Hukum adalah tetap waspada yang
berarti merasakan, .mengetahui, mengingat apa yang sedang terjadi, kondisi
mengingat diri sendiri. Kesadaran dicirikan sebagai.kendisi mengetahui, memahami,
dan merasakan disekitar diri-sendiri. Peraturan dicirikan, bila diragukan, dibuat oleh
suatu wewenang ataupun kebiasaan yang dinilai sah oleh dan untuk beberapa individu
(manusia serta masyarakat) ataupun semua aturan, pedoman serta pengaturan, dan
lain-lain untuk mengarahkan kehidupan di mata publik (Widjaja, 1982, p. 14).

Mertokusumo menjelaskan, kesadaran yang ada pada setiap individu mengenai

apa itu Hukum, apa Hukum itu seharusnya, kelas tertentu dari kehidupan psikologis
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kita dimana kita mengenali regulasi dan bukan regulasi, antara hal yang harus
dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan (Mertokusumo, 2010, p. 2).

Mengingat penilaian di atas, kesadaran Hukum adalah kesadaran yang ada pada

cara-cara

setidaknya

(Ali, 2009,

Kesimp

Kesadaran Hukum memiliki beberapa asal mula, salah satunya adalah asal mula
budaya yang halal. Asal muasal ini mengadnung pelajaran legitimasi kesadaran yang
lebih banyak mengenai kesadaran Hukum yang dipandang sebagai penengah antara

peraturan dan cara berperilaku manusia, baik secara eksklusif maupun secara
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keseluruhan (Soekanto dan Abdullah, Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat, 1982, p.
197).

Asal muasal ini berkaitan dengan sudut pandang mental serta firasat yang kerap

kali dinilai ag /a an mpen i diantara regulasi dan

yang

2) ltu har g pada kolaborasi
persahab

3) Sesuatu yan individ : keinginan hidupnya,

opang aktivitas publik

4) emilih.tujuan-tujuan didalam kehidupan sosial

(Soekanto, Pokok- Pokok Sosiologi Hukum, 2012, p. 146).

Hal-hal di atas dapat digunakan sebagai pedoman untuk mengetahui kelebihan
individu lokal maupun kelompok dan masyarakat tertentu meskipun kerangka nilai
muncul dari cara hubungan sosial, tetapi nantinya jika kerangka ini telah ditetapkan,

diatur serta menghidupkan, susunan nilai kualitas-kualitas ini dianggap seolah-olah
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berada di luar atau lebih penduduk dari keseluruhan penduduk yang bersangkutan.
Dari siklus ini, jelaslah manusia sebagai penghuni masyarakat pada umumnya
berusaha mengarahkan diri pada suatu keadaan yang dianggap biasa yang tampak
dalam contoh-contoh tingkah.laku dan aturan-aturan tertentu. Oleh karena itu,
manusia hidup dalam rancangan cara berperilaku dan konstruksi aturan selamanya,
yang konstruksinya sekaligus-merupakan: icantoh kehidupan, meskipun terkadang
orang tidak mengetahui keadaan saat ini. Contoh-contoh kehidupan ini adalah sebuah
rencana dari kaidah-kaidah yang kuat sangkut pautnya dari tersedianya dua segi
wujud, yakni wujud antar individu (Ali Z. , 2006, p. 100)

Jadi kesadaran Hukum adalah asal mula yang unik dalam diri manusia, mengenai
kesesuaian antara permintaan dan keinginan atau keselarasan yang sesuai. Perhatian
penuh Hukum terhubung dengan kualitas-kualitas yang berkembang dan juga
berkembang di'mata publiksDengan demikian, individu tunduk pada Hukum bukan
karena tekanan, paksaan atau tuntutan akan tetapi dikarenakan Hukum tersebut sesuai
oleh kualitas yang tersedia di arena publik tersebut. Untuk situasi tersebut, telah
menjadi asimilasi regulasi di mata publik. Legitimasi Hukum ditetapkan pada kualitas
yang menang diarena publik‘(Salman, 1993, p. 40).

b. Indikator Kesadaran Hukum

Membahas mengenai kesadaran Hukum tidak dapat dipisahkan dengan tanda-
tanda kesadaran Hukum. Penanda ini akan secara signifikan mempengaruhi
kesadaran Hukum. Tanda-tanda kesadaran Hukum adalah tanda-tanda substansial dari

kehadiran tingkat tertentu dari kesadaran Hukum menurut Hukum. Dengan indikator-
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indikator ini, seseorang yang berfokus pada kesadaran Hukum akan benar-benar ingin
tahu apa itu kesadaran Hukum yang sebenarnya (Ali Z., 2006, p. 101).

Tanda-tanda kesadaran Hukum harus terungkap jika seseorang melakukan

Sikap

Perilak

mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Sudah tentu hukum
yang dimaksud disini adalah hukum tertulis dan hukum tak tertulis. Pengetahuan
tersebut berkaitan dengan perilaku yang dilarang ataupun perilaku yang

diperbolehkan oleh hukum. Sebagaimana dapat dilihat didalam masyarakat bahwa
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pada umumnya seseorang mengetahui bahwa membunuh, mencuri, dan seterusnya

dilarang oleh hukum (Salman, 1993, p. 41).

2) Pemahaman Hukum

hukum mengatur

hukum tersebut atau

kepentingan-kepentingan warga mesyarakat dalam bidang-bidang tertentu dapat
ditampung oleh ketentuan-ketentuan hukum tersebut (Soekanto, Kesadaran Hukum

dan Kepatuhan Hukum, 1982, pp. 157-158).
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4) Perilaku Hukum

Artinya dimana seseorang berperilaku sesuai dengan hukum. Indikator perilaku
hukum merupakan petunjuk akan adanya tingkat kesadaran yang tinggi. Buktinya
adalah bahwa yang bersangkutan patuh atau-taat pada hukum. Dengan demikian
dapat dikatakan bahwa tinggi rendahnya tingkat kesadaran hukum akan dapat dilihat
dari derajat kepatuhan hukum «yang ‘terwujud, dalam pola perilaku manusia yang
nyata. Kalau hukum ditaati,maka hal itu merupakan Suatu petunjuk penting bahwa
hukum tersebut adalah efektif (dalam arti mencapai tujuan) (Soekanto, Kesadaran
Hukum danKepatuhan Hukum, 1982, p. 159).

Berdasarkan keempat indikator kesadaran hukum diatas, menunjukkan tingkatan-
tingkatan padakesadaran hukum tertentu didalam perwujudannya. Apabila seseorang
hanya mengetahui hukum maka dapat dikatakan bahwa tingkat kesadaran hukumnya
masih rendah, kalau dia berperilaku sesuai hukum;maka tingkat kesadaran hukumnya
telah tinggi.

Semua petunjuk - memperlihatkan tingkat khusus dari perhatian penuh Hukum
mulai dari yang paling rendah hingga yang paling tinggi. Dalam tatanan sosial
dengan desain sosial dan sosial dasar, mereka-muncul dan berkembang sesuai dengan
pertemuan individu daerah setempat selama waktu yang dihabiskan untuk kolaborasi
sosial. Sementara itu, dalam tatanan sosial dengan desain sosial dan sosial pra-
sekarang/sekarang, sulit untuk mengenali apa yang terjadi, yang muncul dan
berkembang dari masyarakat yang kepentingannya sama sekali berbeda satu sama

lain. (Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, 1982, p. 160).
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c. Dimensi-dimensi Kesadaran Hukum
Terdapat (4) komponen kesadaran Hukum sebagaimana dikemukakan oleh

B.Kutchinsky yang di kutip dari Soekanto dalam bukunya yang bertjudul Kesadaran

1) Infg s : Huk ) ness), ialah:

| of conduct is

2) lation associate),
ne content matter
dipunyai seseorang
f tertentu)
3)

b. A propensity to acknowledge to lawful standard or statute since it is valued as
favorable or helpful, (sebuah kecondongan untuk menyepakati standar

ataupun aturan Hukum karena di nilai sebagai manfaat atau keuntungan).
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4) Perilaku Hukum (lega behavior) ialah:
Legaly desiredd behavior, (Perbuatan yang di inginkan sejalan dengan Hukum).

Tiap-tiap sudut itu memperlihatkan tingkat kesadaran Hukum dari segi tingkat yang

Upaya ingkatkan kesadara - i Kurm' s dimungkinkan dalam
dua cara, Y.

1) Tindaka

2) Pendidikan (education)
Pendidikan harus dimungkinkan baik secara resmi maupun tidak resmi. Hal-hal
yang harus dipikirkan dan ditanamkan dipendidikan formal atau nonformal pada

hakikatnya adalah bagaimana menjadi anggota masyarakat yang produktif,
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mengenai apa kebebasan dan komitmen warga negara. (Salman & Susanto,
Beberapa Aspek Sosiologi Hukum, 2008, p. 87).

Menanamkan kesadaran Hukum secara Hukum menyiratkan menanamkan

kualitas-kualitas _s ‘ kua ‘ dicapai dengan sekolah.

S '5’3,

terbuka Hukur e Jﬂ elalui pelatihan
" 4

nan perhatian

bernegara. N 1 : : 3 ukan dari tingkat

rendah/ TK

Yang penting dalam pendidikan aman Kanak-kanak ialah menanamkan pada
anak-anak pengertian bahwa setiap orang harus berbuat baik dan bahwa
larangan-larangan tidak boleh dilanggar dan si pelanggar pasti menerima

akibatnya.
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» Tingkat SD, SMP, dan SMA

Pada tingkat ini perlu ditanamkan lebih intensif lagi hak dan kewajiban

warga negara Indonesia, susunan negara kita, Pancasila dan Undang Undang

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum
Serangkai peraturan yang hanya di ketahui memiliki efek cepat, umumnya
memiliki tingkat kesadaran Hukum publik yang rendah. Cara berperilaku seseorang

yang dapat diatur menurut peraturan material, bukan demikian bahwa kesadaran
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Hukum setiap orang pula akan berpengaruh sangat tinggi. Suatu hal tersebut dengan

alasan bahwa halal tidak diatur oleh unsur-unsur yang menyertainya:

=

Perasaan tidakut terhadap sanksi

penting dal enge : rtinya, ada kaitan

yang lebih nya jantara pe :' K Huk :; h_setempat, kantor pendukung,

budaya dan Hu N\ - pande : jone 1o mengenai variabel-
variabel yan
1.
2. c | llan yang membuat
4. Unsur wilayah sete ‘ k /3 di mana Hukum itu berlaku atau

diterapkan.
5. Unsur-unsur sosial, khususnya karena karya, imajinasi, dan rasa dalam
kaitannya dengan dorongan manusia dalam aktivitas publik (Soekanto,

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 1993, p. 098).
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Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan erat, karena merupakan esensi
dari penegak Hukum, juga merupakan tolak ukur dari efektivitas penegak Hukum.,
Berikut akan dijelaskan dengan contoh-contoh:

1) Faktor Hukum itu sendiri, yang dibatasi pada Undang Undang.

Undang Undang dalam arti materil adalah peraturan yang tertulis, berlaku umum,
dibuat oleh penguasa (lembaga-yang berwenang).di pusat maupun di daerah Hukum.
(Purbacaraca” & Soekanto, 1979, p. 40) Mengenai “berlakunya Undang Undang
tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar Undang Undang tersebut
mempunyai dampak positif. Asas-asas tersebut antara lain :

a. Asas Undang Undang tidak berlaku surut (Non-rektroaktif)

b. Asas ini melarang pemberlakuan surut dari suatu Undang Undang.

c. Asas Undang Undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi dan
berkedudukan yang lebih_tinggi pula (Lembaga yang berwenang). (Moeljatno,
2008, p. 115). Artinya bahwa dalam pembentukan suatu peraturan perUndang
Undangan harus dibuat oleh penguasa (DPR) yang berkedudukan lebih tinggi.
Karena apabila dibuat oleh orang yang tidak mempunyai kewenangan di bidang
legislasi maka dapat dikatidakan Undang.Undang tersebut batal demi Hukum.

d. Asas Undang Undang yang baru dapat mengesampingkan peraturan yang lama
(lex posterior derogat legi priori). Jadi, peraturan yang baru telah dibuat dan
disetujuih bersama oleh dewan perwakilan rakyat dan disahkan presiden secera

otomatis tidak memberlakukan lagi atau mencabut Undang Undang yang lama.
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e. Asas Undang Undang tidak dapat diganggu gugat. Paham bahwa Undang
Undang tidak dapat diganggu gugat tetap diikuti dalam sistem Hukum Indonesia

hingga saat ini, yang menyatidakan bahwa sebuah Undang Undang yang telah

yatidakan bahwa

Undang Undang

setempat.
3) Unsur sarana atau fasilitas yang mendukung penegak Hukum

Tanpa adanya saran dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan
Hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana dan prasarana tersebut antara lain,
mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik,

peralatan yang memadai, serta keuangan yang cukup.
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Sarana atau fasilitas mempunyai peran penting dalam penegakan Hukum, tanpa
adanya sarana dan fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak Hukum

menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Khususnya

@D
v
o)
@D
x
D
>
—
o
-
QD
=
Fa)
o
-

penegak Hukum tersebut.
5) Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan
pada prakarsa manusia dalam pergaulan hidup
Kebudayaan Hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari Hukum

yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsep abstrak mengenai apa saja yang di-
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anggap baik (akan dianuti) dan apa yang dianggap buruk (akan dihindari).

Pembuktian pengaruh faktor-faktor tersebut sangat penting, karena konsepsi
kesadaran Hukum sifatnya sangat abstrak, sehingga dengan mengadakan identifikasi
terhadap pengaruh tersebut, maka akan lebih.mudah untuk-menghubungkan masing-
masing_indikator kesadaran Hukum secara terpisah maupun menyeluruh (Soekanto,
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi'Penegakan Hukum, 1993, pp. 100-101).
C. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau adalah salah satu fakultas yang tertua di
lingkungan Universitas Islam Riau, sekaligus pula. sebagai Fakultas Hukum yang
tertua di Provinsi Riau. Kehadiran Fakultas Hukum ini ditengah-tengah masyarakat
seperti kehadiran Universitas Islam Riau itu sendiri, yaitu sejalan dengan proses
dinamika masyarakat, dan juga merupakan perwujudan dari aspirasi masyarakat
Provinsi Riau khususnya yang sebagian beragama lslam.~Persiapan dan proses
berdirinya Fakultas Hukum ini sesungguhnya telah dimulai sejak tahun 1957,
persiapan itu semakin matang semenjak dipindahkannya ibu kota Provinsi Riau dari
Tanjung Pinang ke Pekanbaru pada tahun 1958. Atas izin Allah SWT, maka pada
tahun 1958 itu juga berdirilah Universitas.Islam Riau yang disponsori oleh para
pengurus Yayasan Lembaga Pendidikan Islam (YLPI) Daerah Riau bersama Alim
Ulama dan Tokoh Masyarakat Provinsi Riau.

Pada periode awal berdirinya Universitas Islam Riau, Fakultas Hukum
sebelumnya merupakann salah satu jurusan, yaitu jurusan Hukum pada Fakultas

Agama Universitas Islam Riau. Perkuliahan perdana dilakukan pada tanggal 4
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September 1962. Setahun kemudian, tepatnya pada tanggal 18 April 1963, jurusan
Hukum di Fakultas Agama dipisahkan menjadi tersendiri yaitu Fakultas Hukum
Universitas Islam Riau. Peresmian berdirinya Fakultas Hukum ini dilakukan oleh
Prof. Anton Timur Jailani,M.A.dari Departemen Agama Rl dan sekaligus ditandai
dengan_pembukaan perkuliahan dalam bentuk kuliah umum yang disampaikan oleh
Mr. Nazar Said yang menjabat.Dekan Fakultas Hukum pada masa itu.
D. Gambaran Umum Mengenai Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999

Mengenai Perlindungan Konsumen

Konsumen menurut pasal 1 ayat 2 peraturan Undang Undang Nomor 8 Tahun
1999 adalah setiap orang perorangan yang memanfaatkan barang dan/jasa yang dapat
diperoleh secara lokal, baik untuk membantu dirinya sendiri, keluarganya, orang lain,
maupun makhluk hidup lainnya dan bukan untuk dilelang. Yang perlu dikecam
adalah bahwa sebenarnya apa yang dapat dikualifikasikan sebagai konsumen benar-
benar terbatas pada subjek-subjek Hukum “orang”, namun.ada lagi subjek-subjek
Hukum lainnya, lebih tepatnya “badan Hukum yang mengkonsumsi barang dan/jasa
serta tidak untuk diperdagangkan, seperti Perseroan Terbatas, Yayasan sebagai
konsumen”. Namun UUPK tidak menyadari adanya “badan Hukum” ini yang
sepertinya tidak diingat makna “pemakai” didalam Undang Undang Perlindungan
Konsumen. Oleh sebab itu secara linguistik penting untuk menambah makna
konsumen, pelaku usaha dan penyedia jasa.

Sesuai dengan rancangan perubahan dan penyempurnaan Undang Undang

Perlindungan Konsumen dengan memperhatikan pasal 6 Naskah Ilmu dan Standar

36



nery wejsy sejisIdAm) ueeyeisndiog
N dis1y yejepE ul udmnjoq

Rencana Rancangan RUU PK (Revisi Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen) yang berbunyi: Pihak-pihak yang berkepentingan dalam

upaya Perlindungan Konsumen sebagai berikut:

1. Pihak pihak
a.
1)
2) K
a) K ikasi, dll
b) Konsun asa  profe ‘ notaris,
b. Pelak

a. Produsen;
b. Distributor;
c. Makelar;
d. Agen;

e. Grosir;

f. Pengecer;
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g.
h.

a.

Importir;

Jasa lainnya.

Konsumen adalah konsumen terakhir yakni untuk menjadi orang atau substansi

neusaha, baik sebagai
elesaikan kegiatan di

aik sendiri-sendiri

Definisi Pelaku Usaha menurut UUPK dan penyempurnaannya. Demikian pula
halnya dengan definisi pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir
3 UUPK, yaitu tiap-tiap orang atau badan usaha, terlepas dari apakah sebagai
unsur Hukum merupakan suatu badan Hukum yang didirikan dan berkedudukan

atau melakukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,
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Hukum negara Republik Indonesia. Baik secara eksklusif atau bersama melalui
persetujuan untuk melakukan lahitan bisnis di bidang moneter yang berbeda.

Arti dari pelaku usaha ini memiliki derajat yang luas karena mencakup pedagang,

remunerasi. Pe aha C 3 3 at 1 huruf B Naskah

Akademik Undang Undang

Nomor 8 Té Ve i <onsu erdirl dari: a) Produsen;

b) Distribut 3 1 C Importir; h) Jasa

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang
dan/atau jasa;

2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa
tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan
barang dan/atau jasa;

4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang
digunakan;
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5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian
sengketa perlindungan konsumen secara patut;

6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak
diskriminatif;
Hak untuk mendz

pengemba

jawab kepa

diharapkan
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BAB IlI

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Deskriptif Hasil Penelitian

ukum mahasiswa
Perlindungan
informasi yang
diedarkan pada
responden (UIR), alhasil:
Sampe ukum Universitas
Islam Riau el 60 mahasiswa.
Pengujian ai nspeks -likelih suk jenis pengujian
purposive sa : - tode an ce gan pertimbangan

tertentu dan ok ada-k i pengu S pengisian dilakukan

Tabel 3.1. Data Mahasis Aktif Fakultas H Tahun Ajaran 2017/2018
No. TA 2018 Jumlah
1. | Hukum Bisnis 98 178

2. | Hukum Perdata 236 255 491

3. | Hukum Pidana 133 148 281

4. | Hukum Internasional - 12 12

5. | Hukum Administrasi Negara 47 - 47

6. | Hukum Tata Negara - 8 8

Jumlah Kuantitas 496 521 1.017

Sumber :; Data Olahan, 2022
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Bersadarkan tabel di atas, pada tahun ajaran 2017/2018 terdapat 1.017
mahasiswa dinamis dari seluruh program studi di Fakultas Hukum. Informasi ini

tergantung pada buku informasi mahasiswa dinamis yang diperoleh peneliti dari

Dari standa e mutuskan dua program
tinjauan, i Tinjauan Hukum
Perdata se program tinjauan
Regulasi la Jikonse ada _ m e alkmemenuhi langkah-

langkah yan

Berdasarkan tabel di atas, penu emberikan contoh dari setiap program
studi yang menjadi responden, khususnya Hukum Bisnis 38 jiwa sampel, Hukum
Perdata 22 jiwa sampel. Persamaan yang digunakan dalam pemeriksaan

adalah sebagai berikut:
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Jfumiah Mahasiswa
Jumlah Sampel

Sampel = x Respondent

Berdasarkan jumlah tes yang didapat, 60 survei akan disebarluaskan ke

FE) eskripse Dijawab | Persentase
esponden
Hukum Bisnis 5 35 63%
Prodi 4 kum Perdata | 491 | 22 3 17 37%
Jumlah Kuantitas 1.017 60 8 52 100%

Sumber : Data Olahan, 2022
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Informasi pad

a table di atas menunjukkan bahwa 8 polling tidak terjawab, masing-

masing dari masing-masing program studi, survei Hukum Bisnis 5, dan survei

Hukum Perdata 3.

B. Tingkaat ahasi um Universitas Islam
Ri 99 Tentang
Per SITAS ISL4
Ting ahs zﬁ{ ndang Nomor 8
Tahun 199 lindun i i memakai empat
indikator, el l aap Hukum serta
Perilakuu afq'r tersebut 't:éia am jajak pendapat
yang diajuk gai 20 artikulasi. > ::":
11 i
No. In '
r nyataan
1. - -
2. P
3. Sk L) -15
4. Perila u 16-20
ber: 22
Survei polling yang berisi 20 ini terbagi jadi dua (2) jenis penjelasan,

yakni 10 pertanyaaan khusus untuk meninjau jangkauan pemahaman mahasiswa serta

10 pernyataaa

n tambahan untuk meninjau tingkaat kesadaran Hukumnya. Survei ini

akan di isi kepada mahasiswa Fakultas Hukum sebagai responden serta 60 mahasiswa

yang jadi penguji berdasarkan perhitungaan faktual para analis. Dari 60 survei yang
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diberikaan, hanya 52 yang bisa digunakan. Untuk klarifikasi total, lihat penjelesan

yang terlampir di bawah ini:

1. Tingkat Pemahaman Fakultas Hukum

survei yang reka mendapatkan

Pengetahu Konsumen dari
laporan mediaa, (23 rnyataann ini. Pada
hal diingat r an informasi di bab

satu, alhasil ya

No. go3a ‘ Persentase
1. [Sangat setuju. (23%)
2. [Setuju (46%)
3. [Kurang setuju. : (17%)
4. [Tidak Setuju 5. (10%)
5. [Sangat tidak setuju. 2. (4%)
Jumlah Kuantitas 52. (100%0)

Sumber : Data Olahan, 2022
2) Pengetahuan tentang isi Undang Undang tentang Perlindungan Konsumen.

Pertanyaan berikutnya yaitu terhadap pengetahuan Hukum mahasiswa terhadap
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isi Undang Undang Perlindungan Konsumen, 48% mahasiswa setuju kalau mereka
paham isi Undang Undang tentang Perlindungan Konsumen setelah baca secara

keseluruhan isi Undang Undang itu, (33%) yang lain sangat setuju oleh pernyataan

3) Memiliki per _' __" ta ( : ‘_ nganKonsumen.
Hasil ds splorasi yan " atkan, ‘mahasiswa setuju kalau mereka
mempunyai Jena atan yang ditolak dalam Undang
Undang Perli
Memang, bahke

Tabel di bawah:

No. Persentase
1. [Sangat setuju. : (33%)
2. [Setuju. 26. (50%)
3. |Kurang setuju. 7. (13%)
4. [Tidak setuju. 1. (2%)
5. |Sangat tidak setuju. 1. (2%)
Jumlah Kuantitas 52. (100%0)

Sumber : Data Olahan, 2022
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4) Pemberlakuan Undang Undang Perlindungan Konsumen bagi WNA di Indonesia
Mengenai pemberlakuan Undang Undang Perlindungan Konsumen bagi WNA di

Indonesia, (40%) mahasiswa tidak setuju, bahkan (30%) sangat tidak setuju, hanya

(8%) mahasisw. iberlak Undang Perlindungan
Konsu
t [
No. S| 144 t
1. ju. 0
2. uj s
3. a %
4, 0
5 S - 9
Jum| tasy | | 52 )
imber ; Data Olah
5) Mahasi ritahukar : [ ' I Konsumen kepada
orang la
o S,
Hasil dari tin iB/E- J ka memberitahukan
kepada orang | Undang Perlindungan
o L]
Konsumen. Sepert
Tab . an Hukum
No. Tanggapan Persentase
1. [Sangat setuju. . (32%)
2. [Setuju. 27. (52%)
3. [Kurang setuju. 4. (8%)
4. [Tidak setuju. 2. (4%)
5. |Sangat tidak setuju. 2. (4%)
Jumlah Kuantitas 52 (100%0)

Sumber : Data Olahan, 2022
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Lima instrument tersebut memperlihatkan kalau dilihat dari Pengetahuan Hukum,

mahasiswa Fakultas Hukum telah tergolong mempunyai Pengetahuan Hukum tentang

Undang Undang Perlindungan Konsumen dengan klasifikasi tinggi. Jika angka tiap

pertanyaan diga 7% si elain itu terdapat 30%
setuju, I ran ju hanya (5%)
sedangk i EWODSLA
A\ MRy
(7
b. Pem k
1) Undan r n hatan masyarakat
Indone
Dari h /65‘;'m_ s -Wéf‘s pernyataan bahwa
Undang U rl aﬁ'.:K n 'eh::h'_l hatan masyarakat
Indonesia. ma I yang ada pade tabel
dibawah: f ) 0
EKANBAR
ikator
No. sentase
1. [Sangat (48%)
2. [Setuju. (33%)
3. [Kurang setu (15%)
4. [Tidak setuju. (4%)
5. |Sangat tidak setuju. . (0%)
Jumlah Kuantitas 52 (100%0)

Sumber : Data Olahan, 2022

2) Sanksi Administratif, Sanksi Pidana serta Sanksi Pidana tambahan berupa denda

pada Undang Undang Perlindungan Konsumen berjumlah terlalu besar

Berdasarkan hasil survei yang didapat, menurut mahasiswa Fakultas Hukum,
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sanksi administratif, sanksi pidana serta sanksi pidana tambahan berupa denda pada
Undang Undang Perlindungan Konsumen terlalu besar, terbukti dari jumlah
mahasiswa yang tersedia, (38%) menjawab setuju, bertambah (13%) dari yang
menjawab sangat.setuju, seperti-yang terdapat.eleh tabel berikut:

Tabel 3.12. Indikator Pemahamaan Hukum

No. Tanggapan Frekuensi Persentase
1. |Sangat setuju. I, (13%)
2. |Setuju. 20. (38%)
3. |Kurang setuju. 18. (34%)
4. |Tidak setuju. 3. (7%)
5. |Sangat tidak setuju. 4. (8%)
Jumlah Kuantitas 52 (100%)

Sumber : Data Oiahan, 2022
3) Mahasiswa memperolen pemahaman mengenai Undang Undang Perlindungan

Konsumen dari Sosialisasi yang di adakan oleh Pemerintah.

Mengingat konsekuensi dari review, tingkat jawaban yang kurang setuju dan
setuju untuk mencari solusi- yang ' 'sama,* khususnya (29%) mahasiswa setuju
bahwasanya mereka mendapat pemahaman Undang Undang Perlindungan Konsumen
dari sosialisasi yang diadakan oleh otoritas publik, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.13. Indikator Pemahamaan Hukum

No. Tanggapan Frekuensi Persentase
1. |Sangat setuju. 9. (17%)
2. [Setuju. 15. (29%)
3. |Kurang setuju. 15. (29%)
4. [Tidak setuju. 11. (21%)
5. |Sangat tidak setuju. 2. (4%)
Jumlah Kuantitas 52. (100%0)

Sumber : Data Olahan, 2022
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4) Mahasiswa harus paham mengenai Undang Undang Perlindungan Konsumen.

Pernyataan berikut adalah mengenai mahasiswa/i Fakultas Hukum yang harus

memahami Undang Undang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan hasil tinjauan,

69% mahasiswa/i
setiap
hanya s

spesifikn

No.

S E R I

()

5) Dosen punya
Undang U

Dari hasil pen

setuju bahwasanya Dos

agar dapat menafsirkan Undang

di ta hasiswa/i setuju bahwa

i onsumen dan

LRETASKISE), n_ini, untuk lebih
N\ R
N o eyapl

e 4
ase
. - e )
3 2] 2% )
- “_2:_—'.

- =k 1% )

etuj — ‘ b - )
ita | )

: Dat , 202

ahasiswa terhadap

setuju serta (54%) sangat
erluas pemahaman mahasiswa

rlindungan Konsumen, tidak satu orang

mahasiswa pun memberi jawaban tidak setuju dengan pernyataan- pernyataan yang

terdapat dalam polling, seperti yang ditampilkan oleh tabel dibawah:
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Tabel 3.15. Indikator Pemahamaan Hukum

No. Tanggapan Frekuensi Persentase
1. [Sangat setuju. 28. (54%)
2. [Setuju. 23. (44%)
3. |Kurang setuj 1. (2%)
4. Tidaks 0 (0%)
5 S
il
r: Data
\*%REHAS I‘SLAM _
Berdasar |m5$\e n ﬁéf@h m tersebut, bisa
disebut bahwa i m ahaman tentang
Undang U I n | tersebut harus
terdapat da uensi olidasi setiap ti kkan 40% sangat
setuju selain 1tu 32% _gé’_ép‘ uj_u‘f:us'g %) yang tidak setuju,
sedangkan h Y gat
2. Tingka n Hu i Itas u
R D
a. SikapH EKANBAR
1) Pemberlak men sebagai upaya
pelaksanaan P u ap K u usaha di Indonesia.
Dari hasil tinjauan I i ahasiswa sangat setuju dengan
pelaksanaan Undang Undang Pe Konsumen sebagai upaya pelaksanaan

Perlindungan Konsumen dan pelaku usaha di Indonesia, selain itu, hanya 2%
mahasiswa yang berbeda atau tidak setuju seperti yang ditampilkan dalam Tabel

dibawah:

51



u ueeyesndidg

iy disay yejepe il udwnyo(]

IS.JI9AI

nery we[sy sej

Tabel 3.16. Indikator Sikap Hukum

2) Mah

Perlin

Dari h
tidak setuj da tif jaw
jawab kur (?:5'% hasT;w
menunjukka ar — —

responden t rnyat
mengenai Un

tabel terlampir:

(FIIEST

No. Tanggapan Frekuensi Persentase
1. [Sangat setuju. 28. (54%)
2. [Setuju. 20. (38%)
3. |Kurang setuj 3. (6%)
4. [Tidak s (2%)
5 S

il

. Data
STTAS ISL4
m@&ﬁ?ﬂ' i %ﬁ@@

ti n

ndang Undang

responden yang

akni (40%) yang

setuju.

ol

ere |

Hal tersebut

usi non- partisan

mengikuti laporan

g ditampilkan dalam

o 8
m
No. Tan n Persentase
1. [Sangat setuju. 8. (15%)
2. [Setuju. (35%)
3. [Kurang setuju. 21. (40%)
4. [Tidak setuju. 4. (8%)
5. |Sangat tidak setuju. 1. (2%)
Jumlah Kuantitas 52. (100%0)

Sumber : Data Olahan, 2022
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3) Mahasiswa proaktif mendukung pemerintah dalam pemberlakuan Undang

Undang Perlindungan Konsumen.

Pernyataan terlampir adalah mengenai pandangan mahasiswa terhadap sanksi

peraturan Unda 8 tent
hasil e I,
mahasis ndukung pel
NER
(29%) res ag’
dibawah:
No. g o = ue
1. S ' — |4 150
2. [Setuj - 24,
3. |Kurangse AR EE
4. [Ti ]
5. |Sangat etuju |
Ju itas |

4) Mahasiswa
lain.
Layaknya calon sa

kepada orang lain. Dengan cara

onsumen. Berdasarkan
ini jukkan bahwa
I. Memang, bahkan

R
i

lkan dalam tabel

ng baik kepada orang

mberikan panduan yang tulus

, 4% responden menjawab sangat setuju

dari pernyataan dalam jajak pendapat. Karena Undang Undang Perlindungan

Konsumen, mahasiswa menetapkan pedoman kepada orang lain sebagai tindakan

yang menyalahgunakan aturan yang tidak tercantum dalam demonstrasi. Untuk
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tingkat jawaban tidak setuju juga sangat tidak setuju hanya (6%) dan (2%) secara

terpisah, seperti terdapat oleh tabel di bawah:

Tabel 3.19. Indikator Sikap Hukum
gapa Frekuensi Persentase

)
£

HEE '

5) Pemer Undang Undang

=3 5 ) 1)

Perlind
Berdasarkan hasil kajian, 73% ma " G si jawaban sangat
. " didalam memadukan
Undang Un erli . S an masyarakat umum, sehingga

aha di Indonesia dapat

terwujud, 27% ampilkan dalam tabel
dibawah:
ukum

No. Tanggapan Persentase

1. [Sangat setuju. : (73%)

2. [Setuju. 14, (27%)

3. |Kurang setuju. 0. (0%)

4. [Tidak setuju. 0. (0%)

5. |Sangat tidak setuju. 0. (0%)

Jumlah Kuantitas 52. (100%0)

Sumber : Data Olahan, 2022
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Berdasarkan lima pernyataan indikator sikap Hukum di atas, dapat dikatakan

bahwa mahasiswa Fakultas Hukum saat ini memiliki watak Hukum yang tinggi.

Dengan menggabungkan setiap tingkat, hasilnya 45% mahasiswa sangat setuju, selain

itu 37% mahasi

serta h

b. Peri

1) Maha

Perlin

Pernya

mahasiswa

Konsumen.

sangat setuj

setuj tuju, (4%) tidak setuju

SITAS ISLApy
NER R,
%\\ l‘% Undang Undang

um adalah bahwa

dé‘lﬁar] - d[ét ang Perlindungan
4 hasis\ javitei_b_. n (21%) menjawab

(2 u Seperti yang terdapat

dalam tabel
F)EK INaBARO

No. entase
1. [Sangat 21%)
2. Setuju. (44%)
3. [Kurang setu (23%)
4. [Tidak setuju. (0%)
5. |Sangat tidak setuju. (12%)

Jumlah Kuantitas 52. (100%0)

Sumber : Data Olahan, 2022

2) Mahasiswa menegur dan menasehati orang lain yang melanggar Undang Undang

Perlindungan Konsumen.
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Mengingat konsekuensi dari review, 48% mahasiswa setuju bahwa mereka
menegur serta menasehati ketika mereka beretemu orang lain menyalahgunakan

Undang Undang Perlindungan Konsumen, hanya 13% mahasiswa yang kurang setuju

%

=

Undang Nomor
8 Tahun 1999 tenta : . Terleg ari sosialisasi yang

disampaikan ole , 03y e layaknya

orang-orang terdekat tentang Jndang Perlindungan Konsumen, dengan
tingkat jawaban (46%), bahkan (37%) sangat setuju, seperti terlampir dalam tabel

dibawah:
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Tabel 3.23

. Indikator Perilakuu Hukum

No. Tanggapan Frekuensi Persentase
1. [Sangat setuju. 19. (37%)
2. [Setuju. 24, (46%)
3. |Kurang setuj 9. (17%)
4. [Tidak s 0. (0%)
5 S
r: Data
ERSHAS I‘SLAM
4) Khawati L@%K 6@ an Konsumen
Mengingat i tinj % sa stres dan ragu-
ragu untuk I ang Perlindungan
L
Konsumen, an pa ndan ukup berat, seperti
yang terlampir d aVG’ah A B
) &= ; ~ ol
No. an ase
1. Sa ju. 0)
2. |Set %)
3. [Kur . %)
4. [Tida %)
5. |Sangat (2%)
Jumlah (100%0)

5) Tidak melakukan per rang walaupun Undang Undang
Perlindungan Konsumen tidak diberlakukan.
Pernyataan terakhir dalam survei pengujian ini adalah mengenai apakah Undang

Undang Perlindungan Konsumen disahkan atau tidak, 48% responden jawab setuju

dan (31%) lainnya sangat setuju bahwa mereka tidak membuat tindakan yang
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dilarang oleh otoritas publik meskipun faktanya Undang Undang ini tidak
dilaksanakan, hal ini menunjukkan bahwa perhatian mereka terhadap Undang
Undang Perlindungan Konsumen sangat tinggi, meski tidak ada pedoman pun mereka
sebenarnya tidak mewujudkannya, seperti terlampir didalam-tabel di bawah:

Tabel 3.25. Indikator Perilakuu Hukum

No. Tanggapan Frekuensi Persentase
1. |Sangat setuju. 14, (27%)
2. |Setuju. 25. (48%)
3. |Kurang setuju. 7. (13%)
4. |Tidak setuju. 3. (6%)
5. |Sangat tidak setuju. 3. (6%)
Jumlah Kuantitas 52. (100%)

Sumber : Data Olahan, 2022

Berdasarkan kelima Indikator-indikator tersebut, dapat dikatakan bahwa
mahasiswa Fakultas Hukum telah bertindak secara Hukum, khususnya dengan tidak
mengabaikan standar yang terkandung dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999
Terhadap Perlindungan Konsumen. “Dengan asumsi tingkat hasil dari setiap
pernyataan bergabung, alhasil (48%) mahasiswa setuju, serta (30%) sangat setuju,
(16%) kurang setuju. Adapun yang menjawab berbeda (tidak setuju) juga sangat-
sangat berbeda (sangat tidak setuju) masing-masing hanya (3%).

Dari seluruh indikator yang telah ‘ditetapkan, maka jawaban sangat setuju
ditentukan sebagai tingkat kesadaran Hukum terhadap mahasiswa termasuk dalam
klasifikasi sangat tinggi, untuk jawaban setuju dalam Klasifikasi tinggi, untuk

jawaban kurang setuju dalam Klasifikasi sedang. Selain itu, untuk jawaban tidak
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setuju termasuk pada klasifikasi rendah serta jawaban saggat tidak setuju peneliti
memberikan klasifikasi sangat rendah.

Alhasil dari penelitian di atas, pada tingkat pemahaman mahasiswa Fakultas

W Sangat Rendah
B Rendah

= Sedang

B Tinggi

m Sangat Tinggi

Sangat Tinggi Tinggi Sedang Rendah Sangat Rendah
Sumber : Data Olahan, 2022
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Kemudian untuk tingkat pemahaman mahasiswa Fakultas Hukum terhadap
peraturan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Terhadap Perlindungan Konsumen

dari 52 responden apabila ditentukan dari jumlah 10 penjelasan mengenai Sikap

Sementara (3% M g sangat rendah,

seperti yan

mSangat Rendah
mRendah

mSedang

r e

ETinggi
HESangat Tinggi

Sangat Tinggi Tinggi Sedang Rendah Sangat Rendah

Sumber : Data Olahan, 2022
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Berdasarkan hasil eksplorasi yang diperoleh, ada beberapa hal yang menjadi
kekhawatiran signifikan, khususnya unsur-unsur yang mempengaruhi kesadaran
Hukum menurut pandangan Soerjono Soekanto, khususnya variabel legitimasi itu
sendiri, penegak Hukum, faktor.sarana dan. prasarana, faktor wilayah setempat dan
unsur sosial. Yang penting diperhatikan di antara kelima variabel tersebut adalah
penegak Hukum, lebih tepatnya-perkumpulan-perkumpulan yang membentuk suatu
peraturan yang memberlakukan Undang Undang. Dalam variabel ini, otoritas publik
sebagai pejabat atau pembuat undang-undang juga merupakan perhitungan yang
signifikan untuk memperluas Kesadaran Hukum, adapun situasi tersebut pemerintaah
Indonesia layaknya bagian yang telah menciptidakan Undang Undang Tentang
Perlindungan Konsumen pula wajib menunjukkan tugasnya.dalaam menyebarkan
Undang Undang tersebut di lingkaran kampus Universita Islam Riau khususnya di
Fakultas Hukum.

Dalam tanda Pemahaman Hukum mengenai peran otoritas publik dalam
menyebarkan peraturan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Terhadap
Perlindungan Konsumen, sebenarnya menunjukkan. bahwa tugas otoritas publik
masih diabaikan dalam menyebarkan' Undang Undang yang telah disahkan mulai
sekitar tahun 1999 dan dilakukan pada bulan April 20 Tahun 2000, yang hanya 29%
mahasiswa/i sependapat dengan penjelasan bahwa mereka memperoleh pemahaman
tentang Undang Undang Perlindungan Konsumen dari sosialisaasi yang disediakan
oleeh pemerintaah Indonesia. Dari Indikator Sikap Hukum, (70%) dari mahasiswa

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, memberikan suara dengan tegas setuju
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bahwa otoritas publik perlu upaya tambahan dalam menyebarkan atau
mensosialisasikan Undang Undang Perlindungan Konsumen. Oleh karena itu, harus

butuh usaha ekstra yang perlu dilakukan oleh otoritas publik untuk memperluas

Pemahaman Huk esada Hukur ( elajar juga masyarakat
isten diinginkan

en dan pelaku
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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Undang Perlindungan Konsu kategori tinggi, dan (30%) memiliki
pengetahuan kategori sangat tinggi, sedangkan yang memiliki pengetahuan
hukum kategori rendah yaitu (14%), dan (5%) mahasiswa memiliki pengetahuan

hukum sedang, selebihnya (4%) memiliki pengetahuan hukum sangat rendah.
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b. Pada indikator pemahaman hukum, (40%) mahasiswa memiliki pemahaman
hukum tentang Undang Undang Perlindungan Konsumen dalam kategori sangat

tinggi, dan (32%) memiliki pemahaman hukum dalam kategori tinggi, sementara

40%) mahasiswa
klasifikasi sangat
edang, serta (7%)

endah. Sementara

a. i ator sikap hu ahs 3 as um Bisnis dan Hukum

memiliki sikap hukum kategori sedang. Sementara mahasiswa yang memiliki
sikap hukum rendah hanya (4%) dan selebihnya memiliki sikap hukum yang
sangat rendah, yaitu (1%).

b. Pada indikator perilaku hukum, (48%) mahasiswa setuju bahwa mereka sudah

berperilaku sesuai hukum yaitu tidak melanggar segala bentuk jarimah yang
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terdapat pada Undang Undang tentang Perlindungan Konsumen, bahkan (30%)
mahasiswa sangat setuju merasa bahwa mereka benar-benar yakin untuk tidak

melakukan segala bentuk perbuatan jarimah. Sedangkan (16%) mahasiswa

41%) mahasiswa
mahasiswa yang
tingkat Kesada e )e ’ G (4%) mahasiswa

empunyai tingkat

Pemahaman H 0
2018 sebagai respec .Q . dan..mempunyai pemahaman yang
memadai mengenai sesuatt oleh pernyataan-pernyataan yang

tersedia pada survei.
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B. Saran
Mengingat siklus dan akibat dari pengujian penulis terhadap derajat Kesadaran

Hukum mahasiswa terhadap peraturan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999

adalah agen perubahan,
P gen p
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